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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji isu gender dikalangan perempuan kepala keluarga dalam konteks 

pembangunan di Aceh, serta implikasinya terhadap pemberdayaan perempuan. Meskipun 

jumlah keluarga yang dipimpin oleh perempuan semakin meningkat, keberadaan mereka sering 

kali tidak diakui dalam kebijakan pembangunan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menyebabkan ketidakakuan ini, termasuk norma sosial yang patriarkal, kurangnya akses 

terhadap sumber daya ekonomi, dan minimnya representasi perempuan dalam pengambilan 

keputusan. Data menunjukkan bahwa mayoritas keluarga yang dipimpin oleh perempuan 

berada dalam kondisi kemiskinan, yang memperburuk ketidaksetaraan gender. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara 

mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan perempuan kepala keluarga di Aceh. Temuan 

menunjukkan bahwa pengakuan dan dukungan terhadap perempuan kepala keluarga sangat 

penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pemberdayaan perempuan 

secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif 

dan responsif gender untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan kepala 

keluarga, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan. 

Kata Kunci: Perempuan Kepala Keluarga, Pembangunan, Aceh, gender. 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat 

optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat upaya 

untuk meningkatkan kualitas hidup, tingkat kemiskinan di Aceh tetap tinggi. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada tahun 2022, sekitar 15,42% penduduk Aceh hidup di bawah 

garis kemiskinan, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9,54% 

(BPS, 2022). Selain itu, angka pengangguran di Aceh mencapai 7,5% pada tahun 2023, 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2023). 

Ketersediaan lapangan kerja semakin sempit, terutama bagi perempuan, yang sering kali 

terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah yang rendah. 

 Tingkat perceraian yang meningkat setiap tahunnya juga berkontribusi pada perubahan 

struktur keluarga. Data dari Pengadilan Agama Aceh menunjukkan bahwa angka perceraian 

meningkat sebesar 10% setiap tahun dalam lima tahun terakhir, dengan perempuan yang 
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menjadi kepala keluarga meningkat hingga 30% dalam dekade terakhir (Pengadilan Agama 

Aceh, 2023).  

Meskipun jumlah keluarga yang dipimpin oleh perempuan semakin meningkat, dalam 

bingkai pembangunan, perempuan kepala keluarga sering kali tidak diakui. Kebijakan 

pembangunan selama ini cenderung menargetkan laki-laki sebagai kepala keluarga, dengan 

asumsi bahwa laki-laki adalah penyedia utama dan pengambil keputusan dalam keluarga. Hal 

ini tercermin dalam berbagai program pembangunan yang lebih fokus pada peningkatan 

keterampilan dan akses sumber daya bagi laki-laki, sementara perempuan sering kali diabaikan 

dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. 

Kajian literatur mengenai perempuan dan pembangunan menunjukkan bahwa 

ketidaksetaraan gender masih menjadi isu utama dalam konteks pembangunan global. Menurut 

Moser (1993), pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan peran perempuan 

dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, karena perempuan memiliki potensi yang 

signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

 Penelitian oleh Kabeer (2005) juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan 

sebagai kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Namun, meskipun ada kemajuan dalam pengakuan terhadap peran perempuan, banyak 

kebijakan masih berfokus pada laki-laki, mengabaikan kebutuhan dan kontribusi perempuan 

dalam pembangunan. 

Implikasi dari tidak diakuinya perempuan sebagai kepala keluarga sangat besar 

terhadap pemberdayaan perempuan. Ketidakakuan ini menghambat akses mereka terhadap 

sumber daya, pelatihan, dan peluang kerja yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. Menurut penelitian oleh UN Women (2021), perempuan yang menjadi kepala 

keluarga sering kali menghadapi diskriminasi dalam akses terhadap kredit dan pelatihan 

keterampilan, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk mengembangkan usaha 

dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, hal ini juga memperkuat stereotip gender yang 

merugikan, di mana perempuan dianggap tidak layak untuk memimpin atau mengambil 

keputusan penting dalam keluarga dan masyarakat. 

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena perempuan kepala keluarga di 

Aceh, menganalisis terdiskriminasinya perempuan sebagai kepala keluarga dalam 

pembangunan dan pemberdayaan perempuan.  Signifikansi penelitian ini terletak pada 

pentingnya mengangkat suara perempuan dalam konteks pembangunan, serta memberikan 
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rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender. Dengan memahami tantangan 

yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga, diharapkan dapat mendorong perubahan 

kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan 

keluarga di Aceh. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya jumlah perempuan yang menjadi kepala 

keluarga telah menarik perhatian akademis dan kebijakan. Berbagai studi telah dilakukan untuk 

memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi perempuan ini. Salah satu artikel yang 

relevan adalah penelitian oleh Rahayu dan Istiqomah (2021) yang dipublikasikan dalam 

Journal of Gender Studies, yang mengungkapkan bahwa perempuan kepala keluarga sering 

menghadapi stigma sosial dan ekonomi, hindari akses ke sumber daya dan pelatihan yang sama 

dengan laki-laki. Penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan peran perempuan dalam 

pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat, serta rekomendasi dukungan kebijakan 

untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. 

Artikel lain yang mendalami aspek keberdayaan perempuan adalah oleh Janitra et al. 

(2022) dalam International Journal of Social Science and Humanity. Penelitian mereka 

menyoroti bahwa, meskipun ada kemajuan dalam program pemberdayaan perempuan, 

implementasi di lapangan masih minim. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa banyak 

perempuan kepala keluarga yang tidak mendapatkan pelatihan keterampilan dan dukungan 

yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efektif. Keterbatasan akses terhadap pendidikan 

dan peluang kerja menjadi penghalang bagi perempuan untuk mencapai kemandirian dan 

pemberdayaan yang sesungguhnya. 

Di sisi lain, buku yang ditulis oleh Verma dan Goel (2023), berjudul Women 

Empowerment in Society: Challenges and Opportunities, menyajikan analisis menyeluruh 

tentang peran perempuan dalam masyarakat modern. Buku ini menggali tantangan yang 

dihadapi perempuan, terutama dalam konteks ekonomi, dan menegaskan bahwa meskipun 

legislasi mendukung kesetaraan gender, implementasi di tingkat lokal masih mengalami 

banyak kesulitan. Penekanan pada pentingnya dukungan sosial dan ekonomi menjadi kunci 

untuk meningkatkan posisi perempuan kepala keluarga dalam struktural sosial dan ekonomi, 

dengan menyoroti kesenjangan pengetahuan yang ada dalam kebijakan pendidikan dan 

pelatihan. 
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Kesenjangan lain yang ditemui dalam literatur adalah terkait dengan dampak psikologis 

dari status sebagai kepala keluarga. Kotake et al. (2021) dalam Journal of Family Issues 

melaporkan bahwa tekanan psikologis yang dihadapi perempuan dalam peran tersebut sering 

kali diabaikan dalam penelitian dan intervensi. Mereka menunjukkan bahwa dukungan mental 

dan emosional sangat dibutuhkan untuk membantu perempuan dalam menjalankan tanggung 

jawab ganda, baik sebagai pencari nafkah maupun pengurus rumah tangga. Kesenjangan ini 

menyoroti kebutuhan untuk memanfaatkan pendekatan holistik dalam pemberdayaan 

perempuan yang lebih mendalam. 

Buku terbaru oleh Mulyani dan Rahim (2022) yang berjudul Strengthening Women 

Heads of Households: Policy Recommendations menyajikan rekomendasi kebijakan 

berdasarkan penelitian empiris di berbagai daerah. Buku ini menggarisbawahi perlunya 

pendekatan multidimensi untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh perempuan kepala 

keluarga, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Meskipun 

telah ada berbagai program, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara 

kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan menyebabkan banyak perempuan tetap 

terpinggirkan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan tentang keberdayaan perempuan 

kepala keluarga masih terbatas, dan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi 

intervensi yang efektif dalam mendukung mereka. 

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan adanya kemajuan dalam 

pemahaman tentang pemberdayaan perempuan kepala keluarga, tetapi juga mengidentifikasi 

kesenjangan signifikan yang masih ada dalam pengimplementasian kebijakan dan dukungan 

yang mengalir ke level masyarakat. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk lebih memahami 

konteks lokal dan mendalami tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses sumber 

daya dan peluang. Ini menunjukkan ruang untuk penelitian lebih lanjut, yang fokus pada 

pendekatan praktis dan kebijakan yang dapat memberdayakan perempuan kepala keluarga 

secara efektif. 

TINJAUAN TEORITIS 

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga merupakan isu penting dalam konteks 

pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai teori dan konsep telah dikembangkan untuk 

memahami dinamika ini, yang mencakup aspek gender, ekonomi, dan sosial. Salah satu teori 

yang relevan adalah Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory), yang menekankan 

pentingnya memberikan kekuatan dan sumber daya kepada individu, terutama perempuan, 
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untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Menurut Kabeer (2005), 

pemberdayaan perempuan tidak hanya melibatkan akses terhadap sumber daya, tetapi juga 

kemampuan untuk membuat pilihan dan mengubah kondisi sosial yang mengekang. 

Konsep gender juga menjadi landasan penting dalam memahami posisi perempuan 

kepala keluarga. Gender merujuk pada peran, tanggung jawab, dan harapan yang dibentuk oleh 

masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Teori Gender Sosial (Social Gender Theory) 

menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender sering kali terinternalisasi dalam struktur sosial dan 

budaya, yang mengakibatkan perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam akses terhadap 

pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang 

menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga sering kali terjebak dalam pekerjaan informal 

dengan upah rendah, yang menghambat kemampuan mereka untuk mencapai kemandirian 

ekonomi (Rahayu & Istiqomah, 2021). 

Selanjutnya, Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory) memberikan kerangka untuk 

memahami bagaimana ketidakadilan gender dapat diatasi melalui kebijakan dan program yang 

inklusif. Teori ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan akses yang 

setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam konteks perempuan kepala 

keluarga, penerapan prinsip keadilan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan yang ada 

dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka 

(Janitra et al., 2022). 

Prinsip dasar dari pemberdayaan perempuan juga mencakup pengakuan terhadap peran 

perempuan dalam pengambilan keputusan. Menurut Moser (1993), perempuan memiliki 

potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, namun 

sering kali diabaikan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 

penting untuk melibatkan perempuan dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik di 

tingkat keluarga maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka 

terpenuhi. 

Akhirnya, pendekatan holistik dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga sangat 

diperlukan. Pendekatan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, yang saling 

terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Penelitian oleh Kotake et al. (2021) menunjukkan 

bahwa dukungan mental dan emosional sangat penting bagi perempuan kepala keluarga dalam 

menjalankan tanggung jawab ganda mereka. Dengan memahami dan mengatasi berbagai 

tantangan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga, diharapkan dapat mendorong 
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perubahan kebijakan yang lebih responsif gender dan mendukung pemberdayaan mereka 

secara efektif. 

Secara keseluruhan, landasan teori ini memberikan kerangka untuk memahami 

kompleksitas pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam konteks gender dan 

pembangunan. Dengan mengintegrasikan berbagai teori dan prinsip dasar, penelitian ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga dan 

memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif 

dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan 

peneliti untuk menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan 

kepala keluarga dalam konteks pemberdayaan dan pembangunan (Creswell, 2014).  

Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi 

kelompok terfokus (focus group discussion). Wawancara mendalam dilakukan dengan 

perempuan kepala keluarga yang terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, untuk mendapatkan 

perspektif yang beragam mengenai pengalaman mereka dalam menjalani peran sebagai kepala 

keluarga (Kvale & Brinkmann, 2015). Diskusi kelompok terfokus melibatkan kelompok 

perempuan yang memiliki latar belakang serupa, sehingga dapat memfasilitasi pertukaran ide 

dan pengalaman yang lebih luas. Dalam proses ini, peneliti berusaha menciptakan suasana yang 

nyaman dan terbuka, agar responden merasa bebas untuk berbagi cerita dan pandangan mereka. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti 

mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan (Braun & Clarke, 

2006). Proses ini dimulai dengan transkripsi wawancara dan diskusi, diikuti dengan pembacaan 

berulang untuk memahami konteks dan makna yang terkandung dalam data. Setelah itu, 

peneliti mengkategorikan informasi ke dalam tema-tema yang relevan, seperti tantangan 

ekonomi, dukungan sosial, dan akses terhadap sumber daya. Dengan cara ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang pengalaman perempuan kepala keluarga dalam konteks pemberdayaan dan gender. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perempuan kepala keluarga di Aceh sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan 

yang sulit diputus. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, persentase perempuan yang 



51 

 

menjadi kepala keluarga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun banyak dari mereka 

hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan 

mengambil peran sebagai pencari nafkah, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam 

memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. 

Kemiskinan dan Perempuan Kepala Keluarga 

Salah satu penyebab utama kemiskinan di kalangan perempuan kepala keluarga adalah 

rendahnya akses terhadap pendidikan. Banyak perempuan di Aceh yang tidak mendapatkan 

pendidikan yang memadai, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

layak. Sebuah studi oleh Rahman et al. (2020) menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah cenderung terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan 

yang tidak stabil. Selain itu, peran gender yang membelenggu perempuan juga berkontribusi 

pada kemiskinan, di mana perempuan sering kali dianggap tidak mampu untuk mengambil 

keputusan ekonomi yang penting. 

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan untuk membantu 

perempuan kepala keluarga, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha. Namun, 

banyak dari program ini tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang dialami oleh 

perempuan. Menurut penelitian oleh Sari dan Prabowo (2021), program-program tersebut 

sering kali bersifat jangka pendek dan tidak mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang 

perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan tidak mendapatkan dukungan yang mereka 

butuhkan untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. 

Program-program pemberdayaan yang ada sering kali tidak sensitif terhadap isu gender. 

Banyak kebijakan yang dirancang tanpa melibatkan perempuan dalam proses perencanaan, 

sehingga tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Sebuah studi oleh Hasanah 

(2022) menekankan pentingnya melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk 

memastikan bahwa program-program tersebut relevan dan efektif. Tanpa partisipasi 

perempuan, program-program ini cenderung gagal dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang 

diinginkan. 

Salah satu akar kemiskinan yang paling mendasar adalah rendahnya akses perempuan 

terhadap pendidikan. Tanpa pendidikan yang memadai, perempuan akan kesulitan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Penelitian oleh Yulianti dan Sari 

(2021) menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik 

cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan status ekonomi mereka. Oleh 
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karena itu, penting untuk mengatasi masalah pendidikan sebagai langkah awal dalam 

pemberdayaan perempuan. 

Faktor Yang  Menghambat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga 

Peran gender yang membelenggu perempuan juga menjadi faktor penghambat dalam 

pemberdayaan. Banyak perempuan di Aceh masih terjebak dalam norma-norma sosial yang 

membatasi peran mereka di luar rumah. Hal ini membuat mereka sulit untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas. Penelitian oleh Lestari (2023) menunjukkan bahwa 

perubahan dalam norma-norma gender sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung pemberdayaan perempuan. 

Kebijakan yang ada sering kali tidak sensitif terhadap isu gender, sehingga tidak 

mampu menjawab kebutuhan perempuan kepala keluarga. Banyak kebijakan yang bersifat 

umum dan tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. 

Menurut penelitian oleh Fitriani (2022), kebijakan yang tidak mempertimbangkan perspektif 

gender dapat memperburuk kondisi perempuan dan menghambat upaya pemberdayaan mereka. 

Akhirnya, penting untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka 

pendek, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang perempuan. Pemberdayaan 

perempuan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan yang lebih luas. Dengan 

mengatasi akar kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan mengubah norma-norma 

gender, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan kepala 

keluarga di Aceh untuk keluar dari kemiskinan. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga di Aceh menghadapi 

tantangan signifikan terkait kemiskinan, yang dipicu oleh rendahnya akses terhadap 

pendidikan, peran gender yang membelenggu, dan kebijakan yang tidak sensitif gender. 

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan, banyak dari 

program tersebut tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. 

Program-program ini cenderung bersifat jangka pendek dan tidak mempertimbangkan 

kebutuhan jangka panjang perempuan, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan status 

ekonomi mereka. 



53 

 

Agar pemberdayaan perempuan kepala keluarga dapat berhasil, diperlukan pendekatan 

yang lebih holistik yang mencakup peningkatan akses pendidikan, perubahan norma-norma 

gender, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan.  

Dengan mengatasi akar kemiskinan dan menciptakan lingkungan yang mendukung, 

perempuan kepala keluarga di Aceh dapat diberdayakan untuk keluar dari lingkaran 

kemiskinan dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di 

daerah mereka. 
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